
I SALINAN I

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 229 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH .
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun
2015, telah diatur mengenai Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

b. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, estimasi Pendapatan Asli Daerah yang tidak
tercapai dan program serta kegiatan yang disesuaikan,
diperlukan penambahan danl atau pengurangan maupun
pergeseran kegiatan dan kode rekening pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015,
sebagaimana tersebut dalam huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28
Penyelenggaraan Negara yang
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Tahun
Bersih

1999 tentang
dan Bebas dari

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
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5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015:

11. Peraturan Pemerintah
Kedudukan Keuangan
Daerah; .

Nomor 109 Tahun 2000
Kepala Daerah dan Wakil

tentang
Kepa1a

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Penge101aan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penye1enggaraan Pemerintahan
Daerah;

15, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2011;

17, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan;

18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang!Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun
2015;



Menetapkan
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011
tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16
Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015;

24. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan
Barang Daerah;

25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokek
Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Daerah Nemor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

27. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah
Rp 69.286.422.000.000,00 (enam puluh sembilan triliun dua ratus delapan puluh
enam miliar empat ratus dua puluh dua juta rupiah) berkurang sejumlah
Rp 3.517.716.390.767,00 (tiga triliun lima ratus tujuh belas miliar tujuh ratus
enam belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh
rupiah) sehingga menjadi Rp 65.768.705.609.233,00 (enam puluh lima triliun tujuh
ratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus lima juta enam ratus sembilan ribu
dua ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
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a. Pendapatan
1. Semula Rp 60.442.738.783.978,00
2. Berkurang Rp (4.133.500.783.978,001

Jumlah Pendapatan seteJah Rp 56.309.238.000.000,00
Perubahan

b. Belanja
1. Semula Rp 63.650.105.000.000,00
2. Berkurang Rp (3.964.552.390.767,00)

Jumla Belanja setelah Rp 59.685.552.609.233,00
Perubahan
Defisit setelah Perubahan Rp (3.376.314.609.233,00)

c. Pembiayaan
1. Penerimaan

a) SemuJa Rp 8.843.683.216.022,00
b) Bertambah Rp 615.784.393.211,00
Jumlah Penerimaan setelah Rp 9.459.467.609.233,00
Perubahan

2. Pengeluaran
a) Semula Rp 5.636.317.000.000,00
b) Bertambah Rp 446.836.000.000,00
JumJah Pengeluaran setelah Rp
Perubahan

6.083.153.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran serelah Perubahan

Pasal2

Rp

Rp

3.376.314.609.233,00

0,00

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Oaerah sebagaimana din;J.aksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, terdiri dari :

a. Lampiran I

b. Lampiran I!

c. Lampiran III

d. Lampiran IV

e. Lampiran V

f. Lampiran VI

g. Lampiran VI!

h. Lampiran VIII

1. Lampiran IX

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Oaerah.

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Oaerah menurut Urusan Pemerintahan Oaerah dan
Organisasi.

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Oaerah menurut Urusan Pemerintahan Oaerah, Organisasi
SKPO, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan
Oaerah, Organisasi SKPO, Program dan Kegiatan.

Rekapitulasi Perubahan Belanja Oaerah Untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Oaerah dan
Fungsi Oalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.

Oaftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per
Jabatan.

Oihapus.

Oaftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya
yang Belum Oiselesaikan dan Dianggarkan Kembali
dalam Tahun Anggaran ini.

Oaftar Pinjaman Oaerah.
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Pasal3

Sebagai landasan operasional pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, Gubernur
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Pasal4

Dalam rangka mengantisipasi belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat menyediakan pendanaan
darurat untuk penanggulangan bencana alam, bencana sosial, penanggulangan
penularan penyakit, kerusuhan massal dan kejadian luar biasa yang tidak
dapat diprediksi sebelumnya.

Pasal5

Pengeluaran belanja mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, juga
mencakup Program dan Kegiatan Pelayanan Dasar Masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan keperluan
mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih
besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku
surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 71028


